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: Himbauan Pelaksanaan Pendaftgran,'Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman
di-

tempat

l. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2A17 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 21

Tahun 2O18 tentang Pengawasan.Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2A22

tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2A22
tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penryakilan
Rakyat Daerah.

ll. Berdasarkan Romawi I dalam rangka Pengawasan Tahapan Pendaftaran,
Verifikasi, dan'Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini dengan
hormat kami menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Sleman untuk:
1. Melaksanakan tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan tahapan

yang ada;
2. Melaksanakan sosialisasi PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tahapan dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2A24 dan PKPU 4 Tahun
2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; dan



Demikian surat himbauan
perhatian bersama.

3. Menyampaikan himbauan kepada calon peserta Pemilu dalam hal
pendafiaran peserta pemilu meialui aplikasi Sistem lnformasi dan Politik
(SIPOL) tidak menyertakan anggota berstatus TNl, Polri, ASN, Kepala Desa,

Penye.lenggara Pemilu qtau Pihak Lain yang dilarang dalam kepengurusan
Parpol yang mengakibatkan anggota tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat
atau TMS.

ini Kami sampaikan untuk mendapatkan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Mustofa

Tembusan:

1. Arsip


